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PEDOMAN TRANSLITERASI 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak  dilambangkan 
ب ba b Be 
ت ta t Te 
ث sa s es (dengan titik di  atas) 
ج jim j Je 
ح ha h ha (dengan titk di bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d De 
ذ zal z zet (dengan titik di atas) 
ر ra r Er 
ز zai z Zet 
س sin s Es 
ش syin sy es dan ye 
ص sad s es (dengan titik di bawah) 
ض dad d de (dengan titik di bawah) 
ط ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ za z zet (dengan titk di bawah)  
ع „ain „ apostrop terbalik 
 
 
xii 
 
غ gain g Ge 
ف fa f Ef 
ق qaf q Qi 
ك kaf k Ka 
ل lam l El 
م mim m Em 
ن nun n En 
و wau w We 
ه ha h Ha 
ء hamzah , Apostop 
ي ya y Ye 
Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah i I 
 Dammah u U 
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 
  
fathah dan ya 
 
ai 
 
a dan i 
 
  
fathah dan wau 
 
au 
 
a dan u 
 
 
3. Maddah 
Maddah  atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
 
Harkat dan 
Huruf 
 
Nama 
 
Huruf dan Tanda 
 
Nama 
 
  
fathah dan alif 
atau ya 
 
a 
 
 
a dan garis di 
atas 
  
kasrah dan ya 
 
i 
 
i dan garis di 
atas 
 
  
dammah dan 
wau 
 
u 
 
u dan garis di 
atas 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu: ta marbutah yang hidup 
atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, yang transliterasinya 
adalah [t]. Sedangkan  ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah [h]. 
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Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta marbutah  itu transliterasinya dengan [h]. 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan  
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ي ber-tasydid  di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (ﹻ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah(i). 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
Maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf 
langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 
mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak 
xv 
 
lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an 
(dari al-Qur‟an), sunnah,khusus dan umum. Namun, bila kata-katatersebut 
menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 
ditransliterasi secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (الله) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi 
tanpa huruf hamzah. 
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz a-
ljalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal 
nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan 
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 
ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf 
A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun 
dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). 
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ABSTRAK 
NAMA : SUMARNI 
NIM : 10100115084 
JUDUL SKRIPSI : “STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM  
KEWARISAN ISLAM DAN KEWARISAN ADAT DI 
DESA PENCONG KECAMATAN BIRING BULU 
KABUPATEN GOWA” 
Skripsi ini membahas tentang kewarisan yang merupakan permasalahan 
yang sensitif, karena berkaitan dengan pembagian harta kekayaan orang yang 
meninggal dunia kepada ahli warisnya. Seringkali terjadi perselisihan antara para 
ahli waris dalam pembagiannya. Hukum kewarisan adat Desa Pencong 
Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa lebih kental nuansa adatnya, coraknya 
lebih sama dengan sistem parental/bilateral yakni pembagian warisan yang ditarik 
menurut garis orang tua (bapak-ibu). Dalam pembagiannya tidak ada pemilahan 
secara beda, sistem ini lebih menitik beratkan atas asas kekeluargaan 
(musyawarah) di mana antara laki-laki dan perempuan mendapat sama rata. 
Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam, sudah ada aturan dan pembagian 
khusus terhadap harta peninggalan (tirkah) dari pewaris kepada ahli warisnya.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan 
menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang 
terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam suatu masyarakat, 
pertentangan antara dua keadakan atau lebih, hubungan antara individu dengan 
varible yang timbul perbedaan antara fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap 
kondisi. Dengan pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi 
lapangan, wawancara, di samping itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan 
dengan menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Jika dalam Islam 
permasalahan warisan muncul saat si pewaris telah meninggal dunia sedangkan 
dalam sistem kewarisan adat kabupaten Gowa, harta waris justru dibagikan ketika 
si pewaris masih hidup, (2) Eksistensi Hukum Kewarisan Adat Desa Pencong dan 
Hukum Kewarisan Islam dalam praktiknya di masyarakat adalah kewarisan 
mayorat laki-laki, dimana yang menjadi ahli waris utama adalah anak tertua laki-
laki. Implikasi yang dapat diberikan ialah, (1) Disarankan untuk dapat 
mempelajari dan sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syari’at 
Islam, (2) kurang mencerminkan rasa keadialan, oleh sebab itu hendaknya 
dilakukan antar ahli waris benar-benar menghasilkan keputusan yang adil tanpa 
mengabaikan hak seorang ahli waris, agar dapat diterima secara ikhlas dan benar-
benar rel dan Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat 
hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Diskursus mengenai hukum terutama hukum kewarisan selalu menarik 
untuk dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat 
diIndonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia 
masih bersifat pluralistik, maksudnya masing-masing golongan masyarakat 
mempunyai hukum sendiri-sendiri.1 
Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan 
hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: pertama, hukum kewarisan berdasarkan 
syari‟at Islam, seperti tertuang dalam ilmu fara’id.2 Kedua, hukum kewarisan adat 
yang sangat pluralistis keadaannya dan sifatnya tidak tertulis, dan ketiga, hukum 
kewarisan yang berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata)/BW.3 
Dari ketiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di 
tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian 
warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. 
Konfigurasi hukum yang beragam tersebut tentunya akan membawa konsekuensi 
lebih lanjut. Ahli waris bisa dihadapkan pada minimal dua pilihan yuridis.Jika 
masing-masing ahli waris dalam sebuah sebuah keluarga memilih sistem hukum 
                                                             
1M. Toha Abdurrahman, Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut HukumIslam,(Cet. I; 
Yogyakarta: t.p., 1976), h. 102. 
2Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam,(Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 4. 
Lihat juga FatchurRahman, Ilmu Waris,(Cet. I; Bandung: Al-Maarif, 1994), h. 33. 
3M. Toha Abdurrahman, Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut HukumIslam, h. 102. 
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waris yang berbeda, tentunya memungkinkan terjadinya polemik antar ahli waris 
dan problem yuridis.Hal ini terjadi karena masing-masing ahli waris mempunyai 
argumen yang sangat kuat tentang keyakinannya terhadap penentuan/pilihan 
dalam hukum waris.Sedangkan menurut hukum kewarisan Adat tidak terikat 
terhadap matinya pewaris.Faktor telah meninggalnya pewaris yang menjadi syarat 
dalam pewarisan Islam tidaklah penting dalam hukum adat.4 
Hukum Islam dan pranata sosial sebagai unsur normatif dalam penataan 
kehidupan manusia berpangkal dari keyakinan dan penerimaan terhadap sumber 
ajaran Islam sepeti yang temaktub dalam Al-Quran dan hadis.Kedua sumber ini 
lalu dijadikan rujukan dalam menata hubungan antara manusia dengan makhluk 
lainnya.5 
Maka dari itu hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persolan umat 
tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab jika tidak, kemungkinan besar 
Islam akan mengalami kemandulan fungsi-meminjam istilah Abdurrahman Wahid 
(Gus Dur)-fosilisasi bagi kepentingan umat Islam. Bila formulasi hukum Islam 
out of date itu tetap dipaksakan penerapannya, dikhawatirkan akan menimbulkan 
gejolak-gejolak dari masyarakat, sehingga akan memunculkan konflik internal dan 
eksternal yang mengganggu stabilitas sosial.6 
Kata adat sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti custom, kebiasaan. 
Pendapat lain menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa sansekerta, 
a (berarti "bukan") dan dato (yang miinya"sifat"). Dengan demikian maka adat 
                                                             
4Muhammad Abu‟ Zahrah, Al-Tirkah Wa al-Mawaris,(Cet. I; Kairo: Dar al-Fikr al-
„Arabi, 1963), h. 100. 
5Amin Abdulah, Studi Agama: Normatifitas atau Historisitas?,(Cet. I; Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 1996), h. 65. 
6Mun'im A Sirry,Sejarah Fiqh Islam; Sebuah Pengantar,(Surabaya, Risalah Gusti, 1995). 
h. 157. 
3 
 
 
sebenarnya bersifat immaterial, artinya adat menyangkut hal-hal yang berkaitan 
dengan sistem kepercayaan. 
Jadi istilah hukum adat dikenal di Indonesia pasca terbitnya buku tersebut. 
Salah satu dari konsepnya adalah tentang Teori Receptie yang berbunyi "Hukum 
islam tidak ada, baru ada apabila sudah diterima oleh masyarakat adat dan 
muncul wujud baru yaitu hukum adat" Hukum adalah gejala masyarakat yang 
universal, ubi sociotes ibi ius (dimana ada masyarakat disitu pula terdapat 
hukum). 
Kewarisan merupakan permasalahan yang sensitif, karena berkaitan 
dengan pembagian harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli 
warisnya. Bahkan seringkali terjadi perselisihan antara para ahli waris dalam 
pembagiannya. Oleh karena itu perlu ada sebuah sistem hukum untuk mengatur 
pembagian tersebut guna mencegah perselisihan dan ketidak-adilan, dan sistem 
hukum itu adalah hukum kewarisan Islam dikenal dengan istilah Fiqh Mawaris 
(faraid). 
Hukum kewarisan adat Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten 
Gowa contohnya, lebih kental nuansa adatnya, coraknya lebih sama dengan sistem 
parental/bilateral yakni pembagian warisan yang ditarik menurut garis orang tua 
(bapak-ibu) dimana kedudukan pria dan wanita tidak ada perbedaan dalam 
pewarisan. Dalam pembagiannya tidak ada pemilahan secara beda, sistem ini 
lebih menitik beratkan atas asas kekeluargaan (musyawarah) di mana antara laki-
laki dan perempuan mendapat sama rata. Sedangkan dalam hukum kewarisan 
Islam, sudah ada aturan dan pembagian khusus terhadap harta peninggalan 
(tirkah) dari pewaris kepada ahli warisnya.Yang menjadi patokan adalah 
pembagian antara laki-laki dan perempuan dua berbanding satu. Tentu hal ini 
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sangat berbeda bila dibandingkan dengan hukum kewarisan adat Desa Pencong 
Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa. 
B. Fokus Penelitian dan DeskripsiFokus 
1. Fokus Penelitian  
Penelitian ini dilakukan diDesa Pencong Kecamatan Biring Bulu 
Kabupaten Gowa. Dapat dipahami bahwa fokus penelitian ini berfokus pada: 
a. Studi perbandingan 
b. Kewarisan Islam 
c. Kewarisan Adat 
d. Desa Pencong 
2. Deskripsi Fokus 
Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan 
skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan yakni: 
1. Studi Perbandingan adalah suatu metode yang di lakukan untuk 
membandingkan persamaan serta perbedaan dari dua kosep atau lebih 
fakta-fakta serta sifat suatu objek yang akan di teliti. 
2. Kewarisan Islam adalah pengetahuan yang berkaitan dengan 
pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada 
mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib 
diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak 
menerimanya. Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari 
seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain 
disebut Al-mirats, sedangkan makna Al-mirats menurut istilah yang 
dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang 
yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang 
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ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak 
milik legal menurut syar‟i.7 
3. Kewarisan Adat adalah memuat peraturan peraturan yang mengatur 
proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan 
barang-barang yang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan 
manusia kepada turunannya. Proses itu telah dimulai dalam waktu 
orang tua masih hidup.8 
4. Desa Pencong adalah suatu daerah yang terletak di wilayah Kecamatan 
Biring Bulu kabupaten Gowa dan terletak pula dalam kondisi geografis 
pada dataran tinggi Kabupaten Gowa serta memiliki wisata alam yang 
cukup menarik yaitu berupa permandian air panas atau biasa 
masyarakat setempat menyebutnya Erba ( ere bambang ), tempat 
wisata inilah yang menjadi salah satu ciri khas tersendiri bagi Desa ini 
, desa pencong ini awalnya hanya sebuah desa kecil yang terpencil dan 
hanya memiliki beberapa kepala keluarga saja, namun dengan seiring 
berjalannya waktu ada beberapa masyarakat yang dari desa lain yang 
sengaja berpindah tempat dan masuk ke desa pencong hanya untuk 
bercocok tanam dan  menetap di desa ini sampai sekarang. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang maka permasalahan pokok adalah 
bagaimana studi perbandingan antara hukum kewarisan Islam dengan kewarisan 
adat di Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa?, sehubungan 
dengan pertanyaan di atas maka dapat di tentukan submasalahnya yaitu : 
                                                             
7Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam,(Cet. I; Jakarta: Gema 
Insani Press, 1995), h. 33. 
8Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris,(Cet. II; Bandung: 
PT Alumni, 2007), h. 32. 
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1. Apa perbedaan dan persamaan yang mendasar antara hukum kewarisan 
adat Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa dengan 
hukum kewarisan Islam?  
2. Bagaimana eksistensi hukum kewarisan adat Desa Pencong Kecamatan 
Biring Bulu Kabupaten Gowa dan hukum kewarisan Islam dalam 
praktiknya di masyarakat? 
D. Kajian Pustaka 
Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang 
berkaitan dengan objek kajian penelitian ini, yang di peroleh dari beberapa hasil 
penelitian maupun buku-buku yang berkaitan dengan studi perbandingan antara 
hukum kewarisan Islam dengan kewarisan adat di Desa Pencong Kecamatan 
Biring Bulu Kabupaten Gowa diantaranya: 
Kewarisan Islam menurut Amir Syarifudin dalam buku nya yang berjudul 
Hukum Kewarisan Islam, 2004. menjelaskan bahwa dapat di artikan dengan 
seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang 
hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang 
masih hidup, yang diakui dan di yakini berlaku dan mengikat untuk semua yang 
beragama Islam. Sedangkan penulis menganalisis hukum kewarisan Islam adalah 
suatu proses peralihan harta dari yang telah mati (pewaris) ke pada yang masih 
hidup (ahli waris) yang dalam pembagiannya sering kali menimbulkan 
perselisihan antara keduanya. 
 Aulia Muthia dalam buku nya yang berjudul Hukum Islam Dinamika 
Hukum Keluarga, 2016, menjelaskan bahwa Islam sangat luas pengertian nya 
berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam AL-Quran hukum Islam mengatur tentang 
apa-apa yang ada di dalam dan di luar masyarakat. Dalam ajaran Islam hal ini 
dikenal natural law (hukum alam) disebut dengan sunnatullah yaitu ketentuan 
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atau hukum-hukum Allah yang berlaku untuk alam semesta. Sunnatullah yang 
mengatur alam semesta itulah yang menyebabkan ketertiban hubungan antara 
benda-benda yang ada dialam raya ini. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang 
menunjukkan ada dan belakunya sunnatullah atas alam semesta termasuk manusia 
di dalamnya. Akan tetapi, Adapun pengertian hukum Islam menurut penulis 
adalah hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman yang dibentuk dari 
sumber dalil-dalil agama Islam. Hal ini berupa ketetapan, kesepakatan, anjuran, 
larangan dan sebagainya. Aturan-aturan ini menyangkut hubungan antara manusia 
dengan Allah swt sebagai Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri 
dan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Sedangkan menurut penulis 
hukum kewarisan Islam adalah suatu hukum islam yang memiliki proses 
pembagian harta dari pewaris ke ahli waris yang pembagiannya sudah ada 
ketetapan  yang di tentukan dalam Al-Quran yang tidak bisa di ganggu gugat oleh 
siapa pun.  
Otje Salman dalam buku nya yang berjudul Kesadaran Hukum 
Masyarakat Terhadap Hukum Waris, 2017 . menjelaskan  bahwa Hukum waris 
adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta 
mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau yang tidak berujud 
benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua 
memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi 
tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda 
dan hak atas harta benda tersebut. Sedangkan menurut penulis hukum waris adat 
adalah suatu proses peralihan harta dari pewaris ke ahli waris yang dimana 
pembagiannya sudah di tentukan sebelumnya oleh pewaris baik sebelum ia 
meninggal atau setelah ia meninggal dunia, cara pembagiannya pun setiap daerah 
berbeda-beda. 
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Bushar Muhammad dalam buku nya yang berjudul Pokok-pokok Hukum 
Adat, 2004. yang tulis oleh menjelaskan bahwa Bagian-bagian hukum adat besar 
pengaruhnya terhadap hukum warisan adat dan sebaliknya hukum waris pun 
berdiri sentra dalam hubungan hukum-hukum adat lainnya, sebab hukum waris 
meliputi aturan-aturan hukum yangberlainan dengan proses yang terus-menerus 
dari abad ke abad, ialah suatupenerusan dan peralihan kekayaan baik materil 
maupun immamterial dari suatu angkatan ke angkatan berikutnya. 
Soepomo menjelaskan pula dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang 
Hukum Adat, 2004.  mengatakan “Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan 
yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkanbarang-barang harta benda 
dan barang-barang yang yang tidak berwujudbenda (Immateriele Goederen) dari 
suatu angkatan manusia (Generatie) kepada turunannya. Proses itu telah dimulai 
dalam waktu orang tua masihhidup.Tidak menjadi “akuut (mempengaruhi) oleh 
sebab orang tuameninggal dunia, memang meninggalnya bapak dan ibu adalah 
suatuperistiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya 
tidakmempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda 
dan harta bukan benda tersebut”. 
Supardin dalam bukunya yang berjudul Fikih Mawaris dan Hukum 
Kewarisan Islam di Indonesia, 2016. menjelaskan bahwa hukum kewarisan Islam 
adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta 
peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli 
waris dan berapa bagiannya masing-masing terhadap ahli waris yang berhak 
(tidak terhalang atau tidak mahjib hirman). 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Mengetahui perbedaan dan persamaan yang mendasar antara Hukum 
Kewarisan Adat Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa 
dengan Hukum Kewarisan Islam. 
2. Mengetahui eksistensi Hukum Kewarisan Adat Desa Pencong Kecamatan 
Biring Bulu Kabupaten Gowa dan Hukum Kewarisan Islam dalam 
praktiknya di masyarakat. 
Adapun Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Kegunaan Ilmiah 
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
pemikiran dan masukan bagi pengembangan khasanah ilmu pengetahuan 
dibidang hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat. 
2. Kegunaan Praktis 
Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan 
bagi pihak-pihak yang berkepentingan khusus nya bagi masyarakat tentang 
kewarisan. Sebagai bahan informasi dan bahan masukan bagi praktisi dan 
pemerhati hukum Islam baik dalam kapasitas nya sebagai pejabat desa, dan 
penyuluh maupun yang kapasitas nya sebagai tokoh masyarakat dan tokoh 
agama yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat 
tentang berbagai dampak yang di timbulkan oleh konflik konflik pembagian 
harta warisan. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam 
1. Pengertian Kewarisan Islam 
Waris adalah bentuk isim fa’il dari kata waritsa, yaritsu, irtsan, fahuwa, 
waritsun yang bermakna orang yang menerima waris. Kata-kata itu berasal dari 
kata waritsa yang bermakna perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. 
Sehingga secara istilah, ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses 
perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya.1 
Al-faraidh secara etimologi kata faraid merupakan jama’ dari furud’ 
dengan makna maf’ul mafrud berarti sesuatu yang di tentukan jumlah. Secara 
istilah disebut “hak-hak kewarisan yang jumlah nya telah di tentukan secara pasti 
dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi”.2 
Al-tirkah tarikah atau tirkah, dalam pengertian bahasa, searti dengan 
mirats atau harta yang ditinggalkan. Karena nya, harta yang di tinggalkan oleh 
seorang pemilik harta mawarits sesudah meninggal nya, harta yang ditinggalkan 
oleh seorang pemilik harta mawarits sesudah meninggal nya, untuk waris nya, di 
namakan tarikah dari mati (tarikatul mayiti).3 
 
                                                             
1Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris,(Cet. I: Bandung; PT. Remaja Rosda Karya, 
2007), h. 1. 
2Amir Syarifudin, Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid,(Cet. I; Padang; IAIN-IB 
Press, 2005), h. 6. 
3Hasbi Ash-Shidieqy, Fiqhul Mawarits Hukum-Hukum Warisan dalam Syari’at 
Islam,(Cet. II; Jakarta; Bulan Bintang, 2005), h. 21. 
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Warits adalah orang yang mewarisi. Muwarits adalah orang yang 
memberikan waris (mayit). Al-irts adalah harta warisan yang siap di bagi. 
Waratsah adalah harta warisan yang telah di terima oleh ahli waris. Tirkah adalah 
semua harta peninggalan orang yang telah meninggal. Dalam ketentuan umum 
Pasal 171 KHI smenyatakan bahwa Hukum waris menurut KHI adalah hukum 
yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, 
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya 
masing-masing.4 
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam  
Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara 
keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum 
waris sangat erat kaitan nya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab 
setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang di namakan kematian. 
Akibat hukum yang selanjut nya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum 
kematian seseorang, diantara nya ialah masalah bagaimana pengurusan dan 
kelanjutan hak-hak dan kewajibankewajiban seseorang yang meninggal dunia 
tersebut.  
Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal 
nya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum “waris” sampai 
saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun didalam kepustakaan ilmu hukum 
Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk hukum 
waris masih beragam. Misal nya saja, Wirjono Prodjodokoro, menggunakan 
istilah “hukum warisan”. Hazairin, mempergunakan istilah “hukum kewarisan” 
dan Soepomo menyebutnya istilah “hukum waris”.5 
                                                             
4Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik 
Indonesia, Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan, 2009, h. 276. 
5Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW, (Cet. 
II; Yogyakarta; Refika Aditama, 2011), h. 1. 
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Pada Tahun 1991 di terbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang 
Kompilasi Hukum Islam (selanjut nya ditulis KHI). KHI merupakan salah satu 
bentuk Ijtihad para ulama dalam menentukan Hukum waris Islam sebagai hukum 
positif di Indonesia.14 Ketentuan mengenai Kewarisan Islam di atur pada Buku II 
KHI Pasal 171 sampai dengan Pasal 209.6 
Ayat-ayat Al-Qur'am yang berkaitan dengan masalah kewarisan baik 
secara langsung ataupun tak langsung dapat di jumpai pada bebeapa surat dan ayat 
sebagai berikut:7 
a. Tentang aturan pembagian harta warisan, Q.S. An-Nisa ayat 7 
                        
                    
 
Terjemahnya: 
 
“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
bahagian yang telah ditetapkan. 8. dan apabila sewaktu pembagian itu 
hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari 
harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang 
baik”.8 
b. Q.S. An-Nisa ayat 11 
                                  
                                
                             
                               
                        
 
                                                             
6Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Cet. III; Jakarta:Akademika 
Pressindo, 2010), h. 12. 
7Suhrawardi, dan Komis, Hukum Waris Islam, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 
20. 
8Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahnya, QS. An-Nisa, 4: 
7, h. 116. 
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Terjemahnya: 
 
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua 
orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 
dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 
perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk 
dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana..9 
c. Q.S. An-Nisa ayat 12 
                       
                      
                        
                      
                          
                          
                  
 
Terjemahnya: 
 
“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu 
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai 
anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 
dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 
saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua 
jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu 
lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 
                                                             
9Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahnya, QS. An-Nisa, 4: 
11, h. 116. 
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sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari 
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun..10 
d. Q.S. An-Nisa ayat 12 
                         
                         
                          
                  
  
Terjemahnya: 
 
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, „Allah 
memberi fatwa kepada kalian tentang kalalah (yaitu); Jika seorang 
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara 
perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta 
yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh 
harta saudara perempuan) jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika 
saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris 
itu terdiri atas) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian 
seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. 
Allah menerangkan (hukum ini) kepada kalian supaya kalian tidak sesat. 
Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu..11 
B. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Adat 
Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses 
meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berwujud harta benda atau 
yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunan nya. 
Meninggal nya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses 
pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan 
pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.12 
                                                             
10
 Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahnya, QS. An-Nisa, 4: 
12, h. 116. 
11Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahnya, QS. An-Nisa, 4: 
176, h. 153. 
12Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris, (Cet. II; 
Bandung: PT Alumni, 2007), h. 32. 
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Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang 
mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta 
kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi 
berlaku.13 
Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah 
hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas 
hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana 
harta warisan itu dialihkan penguasaan danpemilikannya dari pewaris kepada 
waris.14 
Soerojo Wignjodipoero (1990:161) memperjelas bahwa hukum adat waris 
meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang 
materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat 
diserahkan kepada keturunan nya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara 
dan proses peralihannya.15 
Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat 
adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan baik 
yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris. 
Dalam struktur masyarakat hukum adat di Indonesia, menganut adanya tiga 
macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut: 
a. Sistem Kekerabatan Parental  
Menurut Van Dijk, dalam sistem kekerabatan parental kedua orang tua 
maupun kerabat dari ayah-ibu itu berlaku peraturan-peraturan yang sama baik 
                                                             
13Ter Haar, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, 
Let. N. Voricin Vahveve, (Cet. I; Bandung, 1990), h. 47. 
14Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, 
2003), h. 7. 
15Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, (Cet. I; Jakarta: PT. 
Temprin, 1990), h. 161. 
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tentang perkawinan, kewajiban memberi nafkah, penghormatan, pewarisan. 
Dalam susunan parental ini juga seorang anak hanya memperoleh semenda 
dengan jalan perkawinan, maupun langsung oleh perkawinan nya sendiri, maupun 
secara tak langsung oleh perkawinan sanak kandung nya, memang kecuali 
perkawinan antara ibu dan ayahnya sendiri. Susunan sistem kekerabatan ini 
terdapat masyarakat Jawa barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan 
dan Sulawesi (Makassar). 
b. Sistem Kekerabatan Patrilineal  
Dalam sistem kekerabatan patrilineal anak menghubungkan diri dengan 
kerabat ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki secara unilateral. Di dalam 
susunan masyarakat ini, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak (laki-laki), 
keturunan dari pihak bapak (laki-laki) di nilai mempunyai kedudukan lebih tinggi 
serta hak-hak nya juga akan mendapatkan lebih banyak. Susunan sistem 
kekerabatan ini terdapat pada masyarakat Suku Bali, suku Rejang, suku batak dan 
suku Makassar, dan Bangsa Arab.  
c. Sistem Kekerabatan Matrilineal  
Menurut Bushar Muhammad, dalam masyarakat yang susunan nya 
matrilineal, keturunan menurut garis ibu di pandang sangat penting, sehingga 
menimbulkan hubungan pergaulan kekeluargaan yang jauh lebih rapat dan 
meresap diantara para warganya yang seketurunan menurut garis ibu, hal mana 
yang menyebabkan tumbuh nya konsekuensi (misalkan, dalam masalah warisan) 
yang jauh lebih banyak dan lebih penting dari pada keturunan menurut garis 
bapak. Susunan sistem kekerabatan ini terdapat pada Suku Indian di Apache 
Barat, Suku Khasi di Meghalaya, India Timur Laut, Suku Nakhi di provinsi 
17 
 
 
Sichuan dan Yunnan, Tiongkok,Suku Minangkabau di Sumatera Barat, Kerinci 
dan orang Sumendo.16 
C. Harta Warisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat 
1. Harta Warisan menurut Hukum Islam 
Menurut KHI Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam harta waris 
adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk 
keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal nya, biaya pengurusan jenazah 
(tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.  
Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni Harta bawaan atau harta 
peninggalan adalah sesuatu yang di tinggalkan oleh seseorang yang meninggal 
dunia, baik yang berbentuk benda (harta bergerak) dan hak-hak kebendaan serta 
hak-hak yang bukan hak kebendaan.17 Jadi hak-hak peninggalan itu dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.  
Yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak 
bergerak, piutang-piutang (termasuk diyah wajibah/denda wajib, uang 
pengganti qishas) 
b. Hak-hak kebendaan  
Yang termasuk dalam kategori ini adalah sumber air minum, irigasi 
pertanian dan perkebinan dan lain-lain.  
c. Hak-hak yang bukan kebendaan  
Yang termasuk dalam kategori ini adalagh khiyar, hak syuf'ah, (hak beli 
yang di utamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetangga 
atau tanah pekarangan dan lain-lain. 
                                                             
16Van Dijk, R, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 2006), 
h. 5. 
17Suhrawardi, dan Komis, Hukum Waris Islam, h. 50. 
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Sebelum harta peninggalan di bagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu 
harus di keluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayit, 
yang terdiri dari:  
a. Zakat atas harta peninggalan  
Yaitu zakat yang semestinya harus di bayarkan oleh si mayit, akan tetapi 
zakat itu belum dapat di realisasikan, lantas ia meninggal, maka zakat 
tersebut harus di bayar dari harta peninggalan nya tersebut seperti zakat 
pertanian dan zakat harta.  
b. Biaya pemeliharaan mayat  
Yaitu biaya yang di keluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti 
kafan dan penguburan.18 
2. Harta Warisan menurut Hukum Adat   
Warisan menurut hukum waris adat adalah bukan semata-mata yang 
bernilai ekonomis tetapi termasuk juga yang non ekonomis, yaitu yang 
mengandung nilai-nilai kehormatan adat dan yang bersifat magis religius. 
sehingga apabila ada pewaris wafat maka bukan saja harta warisan yang berwujud 
benda yang akan di teruskan atau dialihkan kepada para waris tetapi juga yang 
tidak berwujud benda.19 
Jenis-jenis harta warisan menurut hukum adat adalah sebagai berikut: 
a. Kedudukan atau jabatan adat  
Kedudukan atau jabatan adat yang bersifat turun temurun merupakan 
warisan yang tidak berwujud benda. Misal nya kedudukan kepala adat atau 
petugas-petugas adat. Termasuk warisan kedudukan adat adalah hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban sebagai anggota prowatin adat (dewan tua-tua adat) yang 
                                                             
18Suhrawardi, dan Komis, Hukum Waris Islam, h. 50. 
19Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Cet. I; Bandung: PT. Citra Aditnya Bakti, 
1993), h. 96. 
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mempertahankan tata tertib adat, mengatur acara dan upacara adat, penggunaan 
alat-alat perlengkapan dan bangunan-bangunan adat serta bertindak sebagai 
penengah dalam penyelesaian perselisihan kekerabatan adat. 
b. Harta Pusaka  
Harta pusaka terbagi menjadi dua jenis yakni harta puska tinggi dan harta 
pusaka rendah. harta pustaka tinggi adalah semua harta berwujud benda, benda 
tetap seperti bangunan, dan tanah, benda bergerak seperti perlengkapan pakaian 
adat dan perhiasan adat, alat senjata, alat-alat pertanian, perikanan, peternakan, 
jimat-jimat. Sedangkan yang berbentuk benda tidak berwujud adalah seperti ilmu-
ilmu ghaib dan amanat-amanat pesan tertulis.  
Harta pusaka rendah adalah semua harta warisan yang juga tidak terbagi-
bagi, yang berasal dari mata pencarian jerih payah kakek/nenek atau ibu/ayah dan 
kebanyakan tidak terletak di kampung asal 
c. Harta Bawaan  
Semua harta warisan yang berasal dari bawaan suami dan atau bawaan istri 
ketika melangsungkan perkawinan adalah harta bawaan. Jenis harta bawaan dapat 
berupa barang tetap atau barang bergerak. 
d. Harta Pencarian  
Harta pencarian adalah semua harta warisan yang berasal dari hasil jerih 
payah suami dan istri bersama selama dalam ikatan perkawinan. 
e. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman) 
Hal ini sejalan dengan hadis yang di riwayatkan oleh Ahmad yang artinya 
berbunyi sebagai berikut: Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utang 
nya, sehungga utang itu dilunasi.  
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f. Wasiat Yang di maksud wasiat disini adalah wasiat yang bukan untuk 
kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat adalah tidak boleh 
lebih dari sepertiga (1/3) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan.20 
D. Ahli Waris menurut Hukum Islam dan Hukum Adat 
1. Ahli Waris menurut Hukum Islam 
Ahli waris menurut Pasal 171 KHI adalah orang yang pada saat meninggal 
dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 
beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.  
Pasal 172 KHI menyatakan bahwa ahli waris di pandang beragama Islam 
apabila di ketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. 
Sedangkan bagi bayi yang baru lahir yang belum dewasa, agama biasa nya 
mengikuti keyakinan yang di anut ayah nya dan lingkungan nya.21 
Pasal tersebut memberikan penjelasan identitas ke-Islaman seseorang 
hanya hal yang bersifat administrasi, yang walaupun tidak di singgung dalam 
fiqih, tidak menyalahi subtansi fikih itu.22  
Di katakan Ahli waris berdasarkan hukum Islam bila memenuhi sebab-
sebab berikut:  
a. Kerabat hakiki, yaitu antara pewaris dengan ahli waris ada hubungan 
nasabiyah, seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dan seterusnya.  
b. Perkawinan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal antara seorang laki-
laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim 
(bersanggama) antara kedua nya. Adapun pernikahan yang batil atau rusak 
tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.  
                                                             
20Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, h. 36-42. 
21Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik 
Indonesia, Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan, h. 276. 
22Amir Syarifudin, Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid, h. 328. 
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c. Al-Wala, yaitu kekerabatan karena sebab hukum, misal nya seperti sebab 
memerdekakan budak.23 
Hukum Islam memberi perbedaan derajat ahli waris yang berbedabeda, 
maka di dalam pembagian harta waris itu di dahulukan berdasarkan derajat 
mereka masing-masing. Adapun susunan nya adalah sebagai berikut: 
a. Ashabul furudh adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu 
yang telah di tetapkan oleh syara‟ (dalam Al-Qur‟an), yang bagiannya itu 
tidak akan bertambah atau berkurang, kecuali dalam masalahmasalah yang 
terjadi radd atau ‘aul 
b. Ashabah nasabiah yaitu ahli waris karena adanya hubungan keturunan 
yang terdiri dari asabahbi nafsihi (menjadi asabah dengan sendirinya), 
asabah bi al-gair (menerima sisa harta waris karena perantara yang lain 
dalam hal hubugan nasab), dan asabah ma’a al-gair (menerima sisa harta 
waris beserta yang lain).  
c. Raad atau penambahan bagi ashhabul furudh sesuai bagiannya (kecuali 
suami istri) adalah mengembalikan sisa harta warisan kepada ashabul 
furud menurut bagian yang di tentukan mereka ketika tidak ada nya 
ashabah nasabiah.  
d. Dzawil arham yaitu orang yang ada hubungan kerabat dengan yang 
meninggal dunia, tetap tidak termasuk ashabul furudh. Misal nya, paman 
(saudara ibu) bibi (saudara ibu), bibi (saudara ayah), cucu laki-laki dari 
anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan, dan tidak 
juga masuk ahli waris asabah  
e. Radd kepada suami atau istri, apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris 
yang termasuk ashabul furudh, ashabah, dan tidak ada kerabat yang 
                                                             
23Fatchur Rahman, Ilmu Waris, (Cet. I; Bandung: PT Alma‟arif, 1994), h. 50. 
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memiliki ikatan rahim maka harta warisan tersebut seluruhnya menjadi 
milik suami atau istri. Misalnya seorang suami meninggal tanpa memiliki 
kerabat yang berhak untuk mewarisinya, maka istri mendapatkan bagian 
seperempat dari harta warisan yang ditinggalkannya, sedangkan sisa nya 
merupakan tambahan hak warisnya. 
f. Ashabah Sababiah yaitu ahli waris karena memerdekakan orang yang 
meninggalkan harta pusaka dengan status hamba. Misal nya, apabila ada 
seorang bekas budak yang meninggal dan mempunyai harta warisan, maka 
orang yang pernah memerdekakan nya itu termasuk ke dalam salah satu 
ahli waris dan sebagai ‘ashabah. Tetapi pada masa sekarang ini sudah 
tidak ada lagi.  
g. Orang yang diberi wasiat lebih dari sepertiga harta peninggalan, yaitu 
apabila orang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris, dan tidak ada 
yang di lakukan nasab kepada orang lain, wasiat tersebut tetap dapat di 
laksanakan (bukan salah seorang dari ahli waris). 
h. Baitul maal, yaitu rumah harta atau semacam balai harta yang khusus 
menerima, menyimpan dan mengatur harta umat Islam untuk kemanfaatan 
umat Islam dan agama Islam. Harta waris diserahkan ke baitul maal 
apabila seseorang yang meninggal tidak mempunyai ahli waris ataupun 
kerabat, maka seluruh harta peninggalan nya itu di serahkan kepada baitul 
maal guna untuk ke maslahatan kaum Muslimin.24 
Kitab-kitab fikih menjelaskan tentang penghalang untuk memperoleh 
kewarisan, yaitu membunuh ahli waris, berbeda agama dengan ahli waris dan 
karena perbudakan. Akan tetapi dalam KHI penghalang menjadi ahli waris tidak 
                                                             
24Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris atau Hukum Kewarisan 
Islam, (Cet. II; Jakarta: Gaya Media pratama, 2008), h. 66. 
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seluruh nya sama dengan yang ada dalam hukum fikih. Hanya pembunuh saja 
terhalang nya seorang ahli waris untuk menerima waris.  
Seperti yang di jelaskan dalam Pasal 173 KHI yang berisi tentang seorang 
penghalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah 
mempunyai hukum yang tetap, karena Divonis telah membunuh atau mencoba 
membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. Di persalahkan secara 
memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu 
kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman 
yang lebih berat.25 
Pasal 173 point (a) KHI menyatakan pembunuh sebagai penghalang 
kewarisan, sedangkan pada poin (b) jelas tidak sejalan dengan fikih mazhab 
manapun. Dalam fikih hanya pembunuhan yang menyebabkan kematian yang 
dijadikan penghalang kewarisan. Itu pun pembunuhan sengaja, sedangkan yang 
tidak sengaja masih merupakan perdebatan yang berujung pada perbedaan 
pendapat di kalangan ulama.26 
 
2. Ahli Waris menurut Hukum Adat 
Di Indonesia antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat suatu 
perbedaan tentang para waris, baik terhadap ahli waris yang berhak mewarisi 
maupun yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan. Berhak atau tidaknya 
para waris sebagai penerima warisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan 
dan agama yang dianut. Djaren Saragih mengemukakan bahwa pada dasar nya 
ahli waris itu terdiri dari berikut ini: 
 
                                                             
25Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik 
Indonesia, Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan, h. 276. 
26Amir Syarifudin, Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid, h. 328. 
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a. Garis pokok keutamaan  
Yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara 
golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan 
yang satu lebih diutamakan dari pada golongan yang lain.  
Golongan tersebut adalah sebagai berikut:  
1) Kelompok keutamaan I adalah keturunan pewaris  
2) Kelompok keutamaan II adalah orang tua pewaris  
3) Kelompok keutamaan III adalah saudara-saudara pewaris dan 
keturunannya  
4) Kelompok keutamaan IV adalah kakek dan nenek pewaris  
b. Garis pokok penggantian  
Yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara 
orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, 
golongan tersebut yaitu:  
1) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris 
2) Orang yang tidak ada lagi penghubung nya dengan pewaris. 
Berdasarkan pengaruh dari prinsip garis keturunan yang berlaku pada 
masyarakat itu sendiri, maka yang menjadi ahli waris tiap daerah akan berbeda. 
Masyarakat yang menganut prinsip patrilineal seperti Batak, yang merupakan ahli 
waris hanyalah anak laki-laki, demikian juga di Bali. Berbeda dengan masyarakat 
di Sumatera Selatan yang menganut matrilineal, golongan ahli waris adalah tidak 
saja anak laki-laki tetapi juga anak perempuan. Masyarakat Jawa yang menganut 
sistem bilateral, baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak sama atas 
harta peninggalan orang tua nya 
Hukum waris adat tidak mengenal azas “legitieme portie” atau bagian 
mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan 
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hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam 
pasal 913 BW.  
Hukum waris adat juga tidak mengenal ada nya hak bagi waris untuk 
sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan di bagikan kepada para waris 
sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 BW. Akan tetapi jika si 
waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat 
waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan 
harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lain 
nya.27 
E. Pelaksanaan atau Pembagian Waris menurut Hukum Islam dan Hukum 
Adat 
1. Pelaksanaan atau Pembagian Waris menurut Hukum Islam 
Pembagian warisan merupakan proses bagaimana pewaris berbuat untuk 
meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada 
waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan 
penguasa dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian 
warisan kepada para waris setelah pewaris wafat.28  
Ketentuan umum yang terdapat dalam KHI berisi penjelasan mengenai 
wewenang pembagian hukum waris, pewaris, wasiat, hibah, anak angkat dan 
baitul mal. Sebagaimana yang di tetapkan dalam Pasal 171 KHI sebagai berikut: 
a. Adapun wewenang ini (pembagian waris) di berikan kepada Pengadilan 
Agama dengan menentukan ahli waris yang berhak dan bagian nya 
masing-masing setelah di ketahui jumlah harta yang di tinggalkan oleh 
pewaris.  
                                                             
27Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Cet. I; Bandung; Tarsito, 1980), h. 
170. 
28Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, h. 95. 
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b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkan atau di nyatakan 
meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, 
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.  
c. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau 
lembaga yang akan berlaku setalah pewaris meninggal dunia. 
d. Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan 
dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memiliki 
e. Anak angkat adalah anak yang di urus, di didik, dan di biayai bukan oleh 
orang tua kandung nya tetapi oleh orang tua angkat nya berdasarkan 
keputusan Pengadilan.  
f. Baitul Maladalah Balai Harta Keagamaan.29 
Wasiat dan hibah itu juga dapat di berikan kepada lembaga termasuk hal 
ini adalah lembaga keagamaan seperti masjid, madrasah dan yayasan. Wasiat dan 
hibah dalam katagori ini, karena jika ada seseorang yang tidak akan mendapatkan 
waris karena terhalang oleh ahli waris lain nya, seorang pewaris dapat 
memberikan sebelum meninggalnya dengan cara berwasiat atau hibah. Wasiat 
atau hibah adalah cara lain dalam memberikan harta yang dimiliki nya kepada 
orang atau lembaga yang tidak termasuk kategori ahli waris atau termasuk 
kategori ahli waris tetapi mahjub (terhijab) oleh ahli waris lain.  
Salah satu orang yang tidak berhak menerima waris adalah anak angkat, 
pemberian waris kepada anak angkat dalam KHI hanya didasarkan pada 
pertimbangan adat dan kemanusian bagi pemenuhan hak waris bagi anak angkat. 
Oleh karena itu pewaris dapat memberikan harta peninggalannya dengan cara 
wasiat atau hibah, atau dalam KHI pada pasal 209 anak angkat dapat menerima 
                                                             
29Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik 
Indonesia, Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan, h. 276. 
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wasiat wajibah.30 Mengenai pasal yang tertera diatas dapat dipahami bahwasah 
nya seluruh anak pasal yang ada dalam Pasal 171 telah sejalan dengan fiqih.31  
Kitab-kitab fikih menjelaskan tentang hubungan seseorang baik laki-laki 
atau perempuan dengan orang tuanya dan sanak kerabat nya. Yaitu berlakunya 
hubungan nasab untuk memperoleh harta warisan. sebagaimana firman Allah swt 
dalam QS. al-Nisa ayat 7/ 4; 7 
                            
                            
 
Terjemahnya: 
 
“bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan 
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut 
bahagian yang telah ditetapkan”.32 
Ayat ini menetapkan, yaitu berlakunya hubungan nasab dalam hukum 
kewarisan. Selain melalui hubungan nasab, warisan pun dapat diperoleh melalui 
ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan adalah sebagai konsekuensi hukum karena 
adanya akad nikah seorang lelaki dengan seorang perempuan, ikatan itu 
berlangsung selama masa berlakunya dalam arti ada saat mulai ketika akad 
tersebut di bangun dengan ijab kabul sampai dengan di putuskan, bilamana di 
lakukan pemutusan atau malahan tidak pernah ada saat berakhirnya sama sekali 
kalau tidak di ikuti oleh peristiwa kematian salah seorang dari mereka berdua. 
Ikatan yang di gambarkan tak berakhir demikianlah yang di maksudkan, dan 
masih termasuk belum terputus kalau isteri di talak dengan talak raj’i di mana 
masih dalam masa iddah suami atau isteri meninggal dunia. Suami meninggal 
pada saat seperti ini, maka karena isteri masih dalam ikatan perkawinan nya, 
                                                             
30Habiburrahman, Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Cet. I; 
Kementerian Agama RI, 2011), h. 228. 
31Amir Syarifudin, Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid,  h. 328. 
32Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran, QS. al-Nisa, ayat 7/ 4; 7 h. 116. 
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begitu pula sebalik nya untuk suami, akan menempati ahli waris yang sah dan 
akan menerima bagian nya.33 
Penetapan pembagian warisan kepada tiga kelompok, yaitu anak laki-laki, 
orang perempuan, serta campuran antara anak laki-laki dan anak perempuan. 
Orang yang mati hanya meninggalkan seorang atau beberapa orang anak laki-laki 
dan bagian harta waris mereka belum di tentukan, hal ini menunjukkan bahwa 
mereka mewarisi seluruh harta peninggalan dari mayyit secara ta’shib bagian 
lunak atau mereka mewarisi secara bersamasama. Persoalan ushul leluhur dari 
bapak atau ibu dari mayyit pun di jelaskan secara terperinci dalam surat An-Nisa 
ayat 11, 4:11 
                           
                      
                              
                            
                              
      
 
 
Terjemahnya: 
 
“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua 
orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 
dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak 
perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk 
dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang 
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang 
meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), 
Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai 
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat 
                                                             
33Achmad Kuzari, Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan, 
(Cet. I; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 19-20. 
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(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.34 
Adapun bila dari mayit hanya meninggalkan satu orang anak perempuan 
(tidak mewarisi bersama dengan saudaranya yang laki-laki), bagian harta waris 
untuk anak perempuan itu adalah separuh. Sedangkan bila anak perempuan 
tersebut dua orang atau lebih (tidak mewarisi bersama saudaranya yang laki-laki), 
bagian harta waris mereka adalah dua pertiga. Jika dari mayyit meninggalkan 
anak laki-laki dan anak perempuan serta bagian harta waris untuk mereka belum 
di tentukan, mereka mewarisi seluruh harta peninggalan mayyit secara ta‟shib, 
yaitu dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak 
perempuan.35 Pertanyaan mengenai mengapa bagian laki-laki lebih besar dari 
bagian perempuan selalu ada dalam benak manusia sejak zaman awal Islam. 
Kadang mereka bertanya kepada para pemimpin Islam tentang hal ini. Misal nya, 
di riwayatkan bahwa Imam Ali Musa ar-Ridha menjawab pertanyaan itu berkata, 
“fakta bahwa bagian perempuan dalam warisan sama dengan setengah bagian 
laki-laki di dasarkan pada alasan bahwa ketika seorang anak perempuan itu 
menikah, ia menerima sesuatu (mahar), sedangkan laki-laki harus memberikan 
sesuatu. Selain itu, biaya hidup seorang isteri tergantung pada suaminya, 
sedangkan perempuan tidak memiliki tanggung jawab atas biaya hidup laki-laki 
ataupun diri nya.36 
Sementara itu, untuk persoalan ushul leluhur dari bapak atau ibu sang 
mayyit, seperti dalam keterangan diatas, disebutkan dalam dua keadaan: pertama, 
dari mayyit mempunyai keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Pada 
                                                             
34
 Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahnya, QS. An-Nisa, 
4:11, h. 116. 
35
 Komite Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Al-Azhar, Mesir, Hukum Waris,(Cet. 
I; Jakarta: PT.Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 15. 
36
 Allamah Kamal Faqih Imani, Penerjemah: Anna Farida, Hukum Waris,(Cet. I; Jakarta: 
Al-Huda, 2003), h. 476-477. 
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keadaan ini, warisan bagi tiap-tiap ushul (bapak atau ibu) adalah seperenam 
bagian. Sisanya untuk furu’ dari mayyit jika mereka laki-laki semua atau laki-laki 
dan perempuan, karena dalam persoalan ini mereka (furu’ dari mayyit) menjadi 
‘asbah. Dalam hal ini, ‘ashabah furu’ adalah lebih utama dari pada ashbah ushul, 
karena furu’ merupakan bagian dari ahli waris. Furu’nya adalah beberapa anak 
perempuan, mereka mengambil bagian warisan sebagaimana mestinya. Sedangkan 
sisa nya, di ambil oleh ayah, karena lelaki yang lebih di utamakan. Sementara itu, 
ayah tidak mendapatkan bagian apa-apa jika masih terdapat furu’ dua perempuan 
atau lebih bersama-sama dengan ibu.  
Keadaan kedua, dari mayyit tidak mempunyai keturunan sama sekali. 
Mayyit yang mewariskan tidak mempunyai furu’ dan yang mewaris nya adalah 
ushul, Allah telah menetapkan bagian warisan bagi ibu adalah sepertiga, dan tidak 
ada bagian bagi ayah. Bagian untuk ayah adalah sisa harta peninggalan dari 
mayyit, kecuali jika dari mayyit mempunyai saudara, dua orang atau lebih. Dalam 
hal ini, Allah telah menentukan bagian, bagian ibu adalah seperenam, sedangkan 
sisanya untuk ayah. Bagian-bagian waris dapat di peroleh oleh suami yang 
ditinggal mati oleh isterinya dan sebalik nya bagian isteri yang tinggal mati oleh 
suaminya dijelaskan dalam Q.S. Surah An-Nisaa ayat 12, 4:12 
 
                       
                        
                           
                            
                       
                                  
      
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Terjemahnya: 
 
“dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh 
isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu 
mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai 
anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 
dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 
saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua 
jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu 
lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari 
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.37 
Pada ayat kewarisan di jelaskan mengenai ketentuan-ketentuan Allah yang 
wajib di jalankan. Dalam ayat tersebut pun memberikan peringatan dan ancaman 
dengan menegaskan bahwa bagian-bagian yang di tetapkan di atas, itu adalah 
batas-batas Allah, yakni ketentuan-ketentuan nya yang tidak boleh di langgar.  
Penyebab kewarisan tidak hanya karena hubungan nasab dan hubungan 
pernikahan saja, akan tetapi sebab lain yang dapat menyebabkan seorang 
menerima warisan, yaitu mawali (orang yang telah bersumpah setia dengan 
pewaris). 
2. Pelaksanaan atau Pembagian Waris menurut Hukum Adat 
Pada umum nya, proses perwarisan yang berlaku menurut hukum adat di 
dalam masyarakat Indonesia hanya ada dua bentuk, yaitu pertama, proses 
pewarisan yang di lakukan semasa pewaris masih hidup, dan kedua, proses 
pewarisan yang dilakukan setelah pewaris wafat. Apabila proses pewarisan di 
lakukan semasa pewaris masih hidup maka dapat di lakukan dengan cara 
penerusan, pengalihan, berpesan, berwasiat, dan beramanat. Sebalik nya, apabila 
                                                             
37Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahnya, QS. An-Nisa, 
4:12, h. 116. 
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di laksanakan setelah pewaris wafat, berlaku cara penguasa yang di lakukan oleh 
anak tertentu, anggota keluarga atau kepada kerabat, sedangkan dalam pembagian 
dapat berlaku pembagian di tangguhkan, pembagian dilakukan berimbang, 
berbanding atau menurut hukum agama. 
Menurut Djaren Saragih, sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat 
Indonesia adalah sebagai berikut : 
a. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat di bagi-bagikan. Sistem 
umum nya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa.  
b. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat di bagi-bagikan. 
Sistem ini umum nya terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem ini dapat 
dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem 
pewarisan mayorat.  
1) Sistem pewarisan kolektif, yaitu harta peninggalan dilihat sebagai 
keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli 
waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon.  
2) Sistem Pewarisan mayorat, yaitu harta peninggalan secara keseluruhan 
tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Dalam sistem 
pewarisan mayorat, ada yang bersifat mayorat laki-laki yang berarti 
harta peninggalan jatuh ke tangan anak laki-laki tertua dan mayorat 
perempuan di maana harta peningglan jatuh ke tangan anak perempuan 
yang tertua.38 
Menurut Soerojo Wignjodipoerodijumpai tiga sistem pewarisan dalam 
hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut : 
a. Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat di bagi-bagi 
di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.  
                                                             
38Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, h. 163. 
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b. Sistem kewarisan kolektif, ciri nya harta peninggalan itu diwarisi oleh 
sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang 
hukum di mana harta tersebut, yang di sebut harta pusaka, tidak boleh di 
bagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris di maksud dan hanya 
boleh dibagikan pemakai nya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai 
hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.  
c. Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhan 
nya atau sebagian anak saja, seperti hal nya di Bali di mana terdapat hak 
mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera 
Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua.39 
 
                                                             
39Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, h. 165. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif 
atau metode yuridis-empiris, yaitu mencari data yang di gunakan selain berpegang 
pada segi-segi yuridis juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku 
dalam masyarakat. Penelitian di lakukan secara deskriptif analitis, yaitu 
menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kaitkan dengan 
teori-teori hukum dan praktek Studi Perbandingan Antara Hukum Kewarisan 
Islam Dengan Kewarisan Adat. 
2. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang di perlukan yang berkaitan 
atau relevan dengan permasalahan yang di bahas dalam proposal ini guna 
mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan, maka penulis melakukan 
penelitian di Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa dengan 
sasaran pada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan dengan Studi 
Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Adat. 
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu mengkaji 
undang-undang dan beberapa sumber hukum lain nya khusus nya yang berkaitan 
tentang Studi Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan 
Adat. 
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C. Sumber Data 
Data yang disusun dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data 
sekunder. 
1. Data Primer yaitu data empirik atau data lapangan yang di peroleh secara 
langsung mengenai Studi Perbandingan Antara Hukum Kewarisan Islam 
Dengan Kewarisan Adat, yang dilakukan dengan cara wawancara dan 
studi dokumen terhadap pelaksanaan hukum kewarisan. 
2. Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari hasil penelitian terhadap 
peraturan-peraturan ataupun tulisan yang berkaitan dengan materi 
penelitian atau hasil dari studi normatif. dilakukan dengan penelitian 
kepustakaan yang akan di peroleh bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Wawancara (interview) adalah usaha pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara mengadakan tanya jawab terhadap narasumber yaitu Hakim 
dan yang di anggap berkaitan dengan kegiatan penelitian ini. 
2. Dokumentasi adalah usaha mengumpulkan data yang di lakukan dengan 
cara mengambil data-data dari catatan dan arsip-arsip yang sesuai dengan 
masalah yang di teliti. 
3. Studi kepustakaan, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan 
melakukan pencacatan terhadap dokumen-dukumen penting serta bahan 
bacaan lain yang mendukung objek penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah alat-alat 
yang akan di gunakan untuk membantu proses penelitian seperti pulpen, buku, 
flesdisk, kamera, alat perekam suara (handphone) dan lain-lain. 
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F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Data yang di kumpulkan dari hasil penelitian baik data primer maupun 
data sekunder, selanjutnya di analisis secara kualitatif dan di bahas dalam bentuk 
penjabaran dengan memberi makna sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
1. Teknik Pengolahan Data 
Tehnik pengumpulan data di lakukan dengan beberapa cara, yaitu : 
a. Studi Pustaka (Library Research) 
Studi kepustakaan merupakan upaya mencari data sekunder yakni melalui 
berbagai buku, Peraturan Perundang-undangan, teori-teori, jurnal ilmiah, dan 
data-data internet. 
b. Wawancara  
Wawancara di lakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang 
memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang permasalahan yang di angkat 
dalam penelitian ini yang terpilih sebagai responden. 
2. Teknik Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Kualitatif. 
Analisis data kualitatif di lakukan terhadap data yang tidak dapat di 
kuantifikasikan, yakni semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder 
serta bahan hukum tersier yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa 
Suatu hal yang sangat penting tentang keadaan lokasi penelitian, karena 
untuk mengetahui pengaruh terhadap sesuatu permasalahan maka terkadang 
sangat ditentukan oleh beberapa hal yakni geografis dan karakteristik masyarakat 
itu sendiri. Oleh karena sangat penting itulah sehingga kami uraikan sedikit 
gambaran umum terkait dengan lokasi penelitian tersebut. 
1. Kondisi Geografis, Sosio-Ekonomi dan Kultural Desa Pencong Biring 
Bulu Kabupaten Gowa 
Desa Pencong adalah salah satu dari 121 Desa di Kecamatan Biring Bulu 
Kabupaten Gowa. 
Wilayah Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu memiliki luas 27,89 km2. 
yang dibagi menjadi lima dusun antara lain Dusun Pencong, Dusun Kareloe, 
Dusun Bajiminasa, Dusun Bulo-Bulo dan Dusun Bae-Bae serta tiga belas RW. 
Adapun batas-batas wilayah Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu adalah: 
Sebelah Utara  : Dusun Kareloe dan Desa Bori Masunggu 
Sebelah Timur : Dusun Liang Loe Desa Lembang Loe 
Sebelah Selatan : Dusun Pencongdan Desa Lembang Loe 
Sebelah Barat : Dusun Bulo-Bulo Desa Pencong dan Desa 
Parangloe 
Dalam wilayah Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu merupakan dataran 
tinggi yang ada di Kabupaten Gowa. 
Kondisi sosio-ekonomi dan kultural masyarakatnya terbagi dalam 
beberapa kelompok. Seperti pada umumnya masyarakat di Desa Pencong 
Kecamatan Biring Bulu, penduduk di wilayah Desa Pencong Kecamatan Biring 
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Bulu juga sangat majemuk, baik dari segi agama, sosio kultural, etnis maupun 
pekerjaan, sehingga terjadi akulturasi budaya antara penduduk asli dan penduduk 
pendatang. 
Secara sosiologis, masyarakat Kecamatan Biring Bulu terbagi beberapa 
kelompok strata sosial. Dalam konteks sosio-ekonomi, masyarakat Desa Pencong 
Kecamatan Biring Bulu terbagi menjadi tiga golongan, yaitu sebagian kecil 
golongan menengah keatas yang mayoritas bertempat di daerah Dusun Pencong. 
Kelompok kedua merupakan kondisi mayoritas masyarakat Desa Pencong 
Kecamatan Biring Bulu yang berada pada klas sosial-ekonomi menengah 
kebawah yang tersebar hampir di seluruh Kelurahan dan kelompok dan kelompok 
ketiga adalah masyarakat klas ekonomi kebawah yang juga merupakan kondisi 
terbanyak kedua dan hampir merata pada setiap Dusun. 
2. Letak Demografi Desa Pencong Biring Bulu Kabupaten Gowa 
Berdasarkan statistik Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu tahun 2018 
menunjuukkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Biring Bulu 
sebesar ±3.604 jiwa yang tersebar dalam 5 Dusun antara lain: 
1. Dusun Pencong 
2. Dusun Kareloe 
3. Dusun Bae-Bae 
4. Dusun Bulo-Bulo 
5. Dusun Bajiminasa 
Yang terdiri dari mayoritas suku makassar dan mayoritas beragama Islam. 
Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu merupakan kawasan pertanian dimana 
terdapat hampir disemua dusun terhampar luas sawah yang dimiliki warga 
setempat.  
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B. Perbedaan dan Persamaan yang Mendasar antara Hukum Kewarisan Adat 
Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa dengan Hukum 
Kewarisan Islam 
1. Persamaan antara Hukum Kewarisan Adat Desa Pencong Kecamatan 
Biring Bulu Kabupaten Gowa dengan Hukum Kewarisan Islam 
Hukum adat Indonesia mengenal berbagai macam sistem kekeluargaan. 
Oleh karenanya, hukum adat Indonesia juga mengenal berbagai sistem kewarisan 
yaitu sistem individual, kolektif dan mayorat. Adapun hukum Islam hanya 
mengenal satu sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, hukum Islam pun hanya 
mengenal satu macam sistem kewarisan yaitu individual. 
Sistem hukum kewarisan Islam adalah sistem kewarisan yang pelaksanaan 
dan penyelesaian harta warisan itu apabila pewaris wafat. Jika ada yang wafat 
makaada masalah waris. Jadi apabila ada seseorang yang meninggalkan harta 
kekayaan maka berarti ada harta warisan yang harus dibagi-bagikan kepada para 
ahli waris pria atau wanita yang masih hidup. Q. S. An-Nisa/4 :7-8. 
                            
                                
                            
 
Terjemahnya:  
 
“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan 
kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan 
ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang 
telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak 
yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) 
dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.18.1 
 
                                                             
1Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahnya, QS. An-Nisa, 4: 
8, h. 116. 
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Sistem kewarisan mayorat yang ada dalam masyarakat adat Biring Bulu, 
pada dasarnya sama dengan sistem kewarisan kolektif di mana setiap anggota ahli 
waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan menikmati harta bersama 
itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan, hanya saja 
penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu 
dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga 
atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala 
keluarga.  
Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan mayorat terletak pada 
kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang 
telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna 
kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh 
tanggung  jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga 
sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur 
rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang 
tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain 
sebagainya jangankan akan dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-
saudaranya malahan sebaliknya ia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain. 
Jalan keluar dari kemungkinan munculnya perselisihan di antara para ahli 
waris dikemudian hari, pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan 
bagaimana cara mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris 
meninggal ia telah berpesan yang disampaikannya dengan terang kepada isteri dan 
anak-anaknya tentang bagaimana kedudukan harta kekayaannya kelak apabila ia 
telah wafat. 
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Kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat adat Desa Pencong 
Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa harta warisan dibagi-bagi kepada ahli 
waris meskipun pewaris masih hidup, sedangkan dalam hukum Islam, sebelum 
harta warisan dibagiakan haruslah terlebih dahulu disisihkan atau diselesaikan 
segala yang berhubungan dengan si mayit, berupa hak dan kewajibannya dari 
harta peninggalan itu dalam artian warisan baru dibagikan jika pewaris telah 
meninggal dunia. 
Firman Allah Q.S. 1 An-Nisa/4: 11: 
                           
                      
                             
                            
                          
      
Terjemahnya: 
 
“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 
warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama 
dengan dua orang anak perempuan.-* Dan jika anak itu semua perempuan 
yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta 
yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia 
memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-
bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika 
dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak 
mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka 
ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai 
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau 
(dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak 
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha 
Mengetahui, Maha Bijaksana.”2 
 
                                                             
2Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahnya, QS. An-Nisa, 4: 
11, h. 116. 
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Sedangkan sistem kewarisan yang dikenal dalam hukum Islam sejalan 
benardengan pembawaan fitrah manusia, sistem ini mengambil pendirian bahwa 
dengan matinya si pewaris dengan sendirinya hak milik atas harta-hartanya itu 
berpindah kepada ahli waris-ahli warisnya, setelah berlalu beberapa waktu ahli 
waris itu membagi-bagikan harta antara mereka untuk dijadikan milik bersama 
semenjak matinya si pewaris menjadi milik perseorangan dengan jalan berbagi. 
Sistem ini menghendaki bahwa pada saat matinya si pewaris itu telah dapat 
diketahui dengan pasti siapa ahli waris-ahli waris itu, setidak-tidaknya telah wajib 
diketahui pada saat berbagi itu. 
Namun demikian betapapun ketetapan Allah mengenai pembagian harta 
warisan yang harus ditaati oleh ummat Islam dengan disertai ancaman hukuman 
sebagaimana firman Allah Q. S.An-Nisa/4: 14. 
                             
      
Terjemahnya:  
 
“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar 
ketentuan-ketentuan-Nya. Niscaya Allah memasukkannya ke dalam api 
neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang 
menghinakan.”3 
Pelaksanaannya terutama pada masyarakat Desa Pencong Kecamatan 
Biring Bulu Kabupaten Gowa sebagian besarnya tidak menggunakan tata cara 
pewarisan sesuai dengan hukum islam. Di dalam hukum kewarisan Islam 
mengenal tiga golongan ahli waris: 
1. Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu menurut al-Qur’an dan sunah 
Rasul, disebut ahli waris zawî al-furûd. 
2. Ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan dalam al-Qur’an maupun 
sunah Rasul, disebut ahli waris ‘ashabah. 
                                                             
3Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahnya, QS. An-Nisa, 4: 
14, h. 118. 
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3. Ahli waris yang tidak mempunyai hubungan famili dengan pewaris, tetapi 
tidak termasuk dua golongan waris zawî al-furûd dan ‘ashabah, disebut 
ahli waris zawî al-arhâm 
Menurut hukum kewarisan adat Desa Pencong bahwa yang disebut dengan 
ahli waris adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan tertentu dengan pewaris 
dan tidak terhalang karena hukum adat untuk mewarisi. Para ahli waris tersebut 
adalah Anak kandung, yang dimaksud yaitu semua anak yang dilahirkan oleh ayah 
dan ibunya dalam perkawinan yang sah, baik ia laki-laki maupun perempuan. 
Dalam kewarisan adat Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa 
pihak perempuan sudah termasuk ahli waris yang berhak mewarisi harta 
peninggalan orang tuanya. Dalam hal pembagian warisan dari harta peninggalan 
anak tertualah yang berhak menerimanya, hanya saja kedudukan anaktertua 
bukanlah mutlak tak terbatas, tetapi ia mempunyai kewajiban untuk dapat 
membagi harta peninggalan tersebut kepada ahli waris lain (adik-adiknya). 
Biasanya pembagian dilakukan dalam sebuah musyawarah keluarga 
dipimpin oleh anak tertua sebagai pengganti orang tuanya jika orang tua tersebut 
sudah tidak ada, jika masih ada maka tetap dipimpin oleh orang tua sebagai 
pewaris. Dalam musyawarah Bagian masing-masing ditentukan sesuai dengan 
kehendak pewaris, Di sini dapat terlihat bahwa anak tertua mendapat porsi yang 
lebih besar karena tanggung jawab yang dipikulnyapun sulit.  
Tidak selalu benar bahwa anak yang tertua mendapat porsi yang lebih 
besar karena bisa saja mendapatkan harta yang lebih sedikit  dengan melihat 
keadaan harta peninggalan dan keadaan pewaris. Anak tertua laki-laki 
mendapatkan porsi yang lebih besar dalam pembagian harta warisan karena 
beberapa sebab: 
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Pertama, ia bertanggung jawab atas pengurusan kedua orang tuanya 
sampai mereka meninggal nantinya. 
Kedua, ia bertanggung jawab untuk memperhatikan dan mengurus adik-
adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri. Apabila dalam sebuah 
keluarga tidak mempunyai anak laki-laki sama sekali melainkan perempuan 
semua, maka anak perempuan yang paling tua diumpamakan sebagai anak laki-
laki, sedangkan apabila anak laki-lakinya masih kecil maka tetap orang tua yang 
mengatur kecuali jika orang tuanya sudah meninggal sedangkan ahli waris masih 
kecil maka keluarga terdekat yang mengambil alih. Anak tertua tidak dapat 
semena-mena terhadap ahli waris lain karena ada di bawah pengawasan para 
keluarga terdekatnya. 
Anak Angkat, Penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya 
bahwa ia sebagai anak keluarga orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan 
sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah pendidikan dan pelayanan 
dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. 
Oleh karena itu ia bukan anak pribadi menurut syari’at dan tidak ada ketetapan 
sedikitpun dari syari’at yang membenarkan arti yang demikian ini. pengambilan 
anak angkat seperti ini merupakan satu amal baik yang dilakukan oleh sebagian 
orang  yang mampu lagi baik hati yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. 
Mereka me-materi-kannya di dalam satu jenis pendekatan diri kepada Allah 
dengan mendidik anak-anak si fakir yang terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau 
ketidak mampuan orang tuanya. Tidak diragukan lagi bahwa usaha-usaha 
semacam itu merupakan suatu amal yang amat disukai, dipuji dan dipahalai oleh 
syara’. 
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Syari’at Islam membuka kesempatan kepada si kaya untuk mencapai amal 
itu lewat washiyyat dan memberikan hak kepadanya untuk mewashiyyatkan 
sebagian dari peninggalannya kepada anak angkat untuk menutup kebutuhan 
hidupnya di masa depan, sehingga anak tersebut tak kacau penghidupannya dan 
tidak terlantar pendidikannya. 
Kewarisan Islam anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung, sesuai 
dengan firman Allah SWT Q. S Al-Ahzab /33: 4. 
                            
                             
            
 
Terjemahnya: 
 
”Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu 
(sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan 
Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang 
benar)”.4 
Selanjutnya Allah berfirman Q. S. Al-Ahzab/33: 5. 
                                
                          
                
 
Terjemahnya:  
 
“Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka, karena itu lebih 
adil disisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, 
maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-
maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf 
padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu dan 
adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”5 
                                                             
4Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahnya, QS. Al-Ahzab, 
33: 4, h. 666. 
5Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahnya, QS. Al-Ahzab, 
33: 4, h. 667. 
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Kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa anak angkat itu meskipun 
bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai anak sendiri ia tetap 
dihukumkan orang asing, tidak menjadi muhrim dan tidak menjadi ahli waris. 
Apabila kita hubungkan dengan hukum Islam maka pengangkatan anak 
menurut masyarakat adat Desa Pencong tentu saja berbeda dengan hukum Islam, 
namun pada dasarnya pengangkatan anak semata-mata karena adanya rasa ingin 
tolong menolong dengan sesama. Allah pun sangat menganjurkan kepada umatnya 
untuk berbuat kebajikan dan tolong menolong, sebagaimana di dalam Q.S. Al-
Ma’idah/5: 2: 
                           
                                
                        
                        
      
Terjemahnya:  
 
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, 
dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah 
sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila 
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan 
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka 
menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat 
aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 
sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”6 
Istri atau Suami, jika pewaris tidak memiliki anak kandung maka harta 
warisan menjadi hak pasangannya baik ia istri ataupun suami yang ditinggalkan. 
Terkecuali jika keluarga dekat pewaris juga menuntut harta warisan. Namun jika 
                                                             
6Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahnya, QS. Al-Ma’idah, 
5: 2, h. 156. 
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tidak, harta  warisan sepenuhnya dikuasai oleh pesangan yang ditinggalkan oleh 
pewaris, baik ia istri maupun suami. 
Keluarga terdekat, Keluarga terdekat  memiliki hak terhadap harta warisan 
yang ditinggalkan oleh pewaris apabila anak kandung, anak angkat, istri atau 
suami,ayah, ibu tidak ada. 
2. Perbedaan antara Hukum Kewarisan Adat Desa Pencong Kecamatan 
Biring Bulu Kabupaten Gowa dengan Hukum Kewarisan Islam 
Pengamatan di lapangan, penyusun mencoba merumuskan dua hal yang 
bisa untuk dijadikan gambaran dalam memandang segi positif terhadap sistem 
kewarisan adat Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa. Dua hal 
tersebut adalah : 
a) Anak tertua laki-laki dijadikan pewaris utama dalam keluarga bukanlah 
semata-mata karena ia anak tertua yang harus selalu dihormati, dan 
didahulukan segala macam kebutuhannya. Sebenarnya ada beban berat 
yang harus dipikul di pundaknya. Sebagaimana penyusun kemukakan 
sebelumnya anak tertua mempunyai hak mutlak yang terbatas. Terbatasi 
oleh musyawarah keluarga, terbatasi kewajiban mengurus anggota 
keluarga yang ditinggalkan oleh orang tuanya, tidak semata-mata 
berdasarkan harta warisan, tetapi juga berdasarkan asas tolong-menolong 
oleh bersama untuk bersama. Dan yang terpenting dari semua itu adalah 
kewajiban mengurus orang tuanya apabila orang tuanya sudah tua dan 
tidak mampu lagi untuk mengurus anak-anak yang lain, bahkan kewajiban 
mengurus orang tua bukan saja ketika mereka masih hidup melainkan 
sampai mereka meninggal. Q.S.Al-Isra’/17: 23. 
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                               
                      
       
Terjemahnya: 
 
“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 
bapakmu dengan sebaikbaiknya. Jika salah seorang diantara 
keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 
pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan 
kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak 
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.”.7 
Ayat di atas menggambarkan bagaimana seharusnya kita mengurus orang 
tua saat mereka berusia lanjut. Ironis memang apabila kita melihat di 
beberapa daerah banyak orang tua yang terlunta-lunta dimasa tuanya. 
Seperti yang terjadi di Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten 
Gowa dalam sistem pewarisannya, harta dibagikan kepada para ahli waris 
meskipun pewaris masih hidup. Sehingga banyak kejadian ahli waris 
setelah memperoleh harta warisan mereka melalaikan kewajibannya 
terhadap orang tuanya. 
b) Kedudukan perempuan sudah mendapat tempat sebagaimana mestinya, 
dimana hal ini dapat kita lihat apabila dalam sebuah keluarga anak 
kandungnya perempuan semua tidak langsung mengangkat anak angkat 
sebagai pengganti laki-laki tetapi cukup mendudukkan anak perempuan 
tertua menggantikan anak laki-laki yang tidak ada tersebut, dan juga 
apabila di antara anak kandung terdapat perempuan maka ia tetap sebagai 
ahli waris yang berhak mendapat bagian juga. 
 
                                                             
7Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahnya, QS. Al-Isra’, 17: 
23, h. 427. 
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Sebagaimana dijelaskan di atas mengenai para ahli waris serta bagiannya 
yang terdapat dalam sistem kewarisan adat Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu 
Kabupaten Gowa, tidak sesuai dengan hokum kewarisan Islam yang telah 
ditetapkan dalam al-Qur’an. 
Meskipun di Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa 
Masyarakatnya dikenal sebagian besar adalah masyarakat yang religius, 
masyarakat di sini lebih mementingkan masalah ibadah saja, persoalan muamalat 
kurang mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya, sebab yang terpenting bagi 
masyarakat bagaimana caranya pembagian harta warisan berjalan damai tanpa 
konflik, sehingga yang diutamakan adalah rasa persatuan keluarga, rasa saling rela 
dan rasa saling menerima. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan 
kerukunan keluarga. 
Sepintas kita dapat melihat fenomena yang terjadi pada masyarakat adat 
Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa dalam hal pembagian 
harta warisan yang tidak menggunakan hokum kewarisan Islam terkesan mendua. 
Disatu sisi merupakan muslim taat beragama tetapi di sisi lain tidak menjalankan 
syari’at secara utuh, barangkali hal ini karena kurang kuatnya peran tokoh agama 
dalam mensosialisasikan hukum farâ’id sehingga mereka lebih tahu masalah 
kewarisan adat yang sudah turun-temurun dan mendarah daging. 
Walaupun demikian, kita tidak bisa memponis secara langsung bahwa apa 
yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu 
Kabupaten Gowa adalah haram, karena bila kita pahami lebih lanjut terhadap 
praktek pembagian harta warisan pada masyarakat Desa Pencong Kecamatan 
Biring Bulu Kabupaten Gowa dengan cara musyawarah atau perdamaian tidaklah 
merugikan pihak lain. Sebab ahli waris menggunakan hak mereka sesuai dengan 
kehendak mereka bersama dan di dalam pembagiannya yaitu tentang jumlah dan 
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besarnya bagian masing-masing ditentukan atas dasar persetujuan bersama. Para 
ahli waris jika atas kehendaknya sendiri secara sepakat bulat ingin membagi harta 
warisan mereka secara berdamai atau musyawarah adalah tidak bertentangan 
dengan syari’at Islam. Kecuali jika ada ahli waris yang mempermasalahkan bagian 
warisannya. 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 menyebutkan :  
“Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam 
pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.8 
Cara perdamaian atau musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi 
harta warisan bila satu sama lain saling rela dan sepakat dengan bagian yang telah 
ditentukan bersama, dalam ilmu fara’id hal ini disebut dengan tashaluh. Tashâluh 
dalam pembagian harta warisan merupakan salah satu upaya dalam rangka 
menjaga kemaslahatan umum. Lebih khusus lagi terhadap keutuhan kerukunan 
hubungan persaudaraan dalam sebuah keluarga. Tashâluh seperti ini 
diperbolehkan, selama tashâluh tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan 
ketentuan yang tersebut dalam al-Qur’an maupun hadis. 
Dengan demikian hal ini selaras dengan cara yang ditempuh masyarakat 
Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa yaitu dengan cara 
musyawarah dan merelakan bagian yang diterima sesuai dengan kesepakatan 
bersama. Dalam kaedah fikih disebutkan : 
“Kerelaan adalah penghulu (puncak) hukum.”9 
Kaedah tersebut sesuai dengan prinsip tashâluh yaitu kerelaan dalam 
menerima bagian harta warisan. Praktek tasaluh dalam pembagian harta warisan, 
pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan nas. 
Namun demikian hal tersebut dapat dibenarkan jika tetap sesuai dengan kerangka 
                                                             
8Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183. 
9Al-Iman Jalaluddin As-Suyuti Al-Asyibah wa An-Nazair, “kaidah ini tida berlaku pada 
perbuatan yang mendatangkan mufsadat.”, h. 74. 
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tujuan pembentukan hukum Islam, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali 
Darokah bahwa ketentuan hukum dapat berubah atau beralih apabila syarat dan 
tujuan dari ketentuan hukum sebuah nash tidak terpenuhi. Sebab dalam memakai 
ketentuan nas dalam Al-Qur’an maupun hadis untuk diterapkan terhadap 
peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, perlu kiranya diketahui 
terlebih dahulu secara umum  tujuan Allah dalam menentukan ketentuan-
ketentuan hukum. Hal ini penting dilakukan karena ungkapan-ungkapan lafaz 
nash kadang dapat mengandung  pengertian yang berbeda-beda, sehingga untuk 
meluruskan pengertian yang dimaksud dari nas tersebut salah satunya adalah 
dengan mengetahui tujuan pembentukan ketentuan hukum syara’.10 
Mereka bermusyawarah tidak ada pihak yang merasa haknya diambil atau 
dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta orang lain secara bathil 
atau tidak hak. Terkecuali jika ada salah satu ahli waris yang merasa diperlakukan 
dengan tidak adil. Memakan harta bathil itu dapat kita pahami sebagai memakan 
harta atau menggunakan hak orang lain yang tidak merelakannya. Dengan begitu, 
batas antara memakan harta orang lain secara hak dan memakan harta orang 
secara bathil terletak pada kerelaan yang punya hak itu, bila yang punya hak 
merelakannya, maka tindakan tersebut adalah hak dan terhindar dari memakan hak 
orang lain secara bathil sebagaiman yang dilarang dalam Q. S. An-Nisa/4: 29. 
                        
                         
Terjemahnya: 
”Wahai orang-orang yang beriman, janagnlah kalian memakan harta-harta 
kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan 
yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, 
sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”.11 
                                                             
10Al-Iman Jalaluddin As-Suyuti Al-Asyibah wa An-Nazair, “kaidah ini tida berlaku pada 
perbuatan yang mendatangkan mufsadat.”, h. 97-98. 
11Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Quran Dan Terjemahnya, QS. Al-Nisa, 4: 
29, h. 122. 
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Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa penyelesaian pembagian harta 
warisan di Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa 
mengutamakan rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris, juga 
bergantung pada kehendak pewaris, dan ini terlepas dari memakan harta dengan 
jalan yang tidak hak sebagaimana yang dilarang dalam al-Qur’an. 
C. Eksistensi Hukum Kewarisan Adat Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu 
Kabupaten Gowa dan Hukum Kewarisan Islam dalam praktiknya di 
masyarakat Pertimbangan hakim Pengadilan Agama 
Hasil penelitian penulis mengenai sistem pewarisan secara adat di Desa 
Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa, penulis memperoleh hasil 
penelitian mengenai perbedaan dan persamaan yang mendasar antara hukum 
kewarisan adat  dengan hukum kewarisan islam yakni: 
Hukum Waris Adat yang berlaku di Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu 
Kabupaten Gowa harta warisan dikelolah oleh anak tertua laki-laki; 
“saba punna ana buru’ne pertamayya akkullemi na tanggung jawapi na 
najagai pole injo pakkalumanyyangganga.12 
Harta warisan dalam sistem Hukum Adat yang diterapkan oleh sebagian 
masyarakat hukum Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa: 
 “tena kulle ni ukkuru’, mingka akkullei ni paka se’re siagang akkullei ni 
bage menurut jenis kepentingan para ahli waris. Contona, punna anak 
buru’ne na le’bamo bunting akkullemi ni sareang bageanna. Kasaba, niamo 
lana pakanre ia mi anjo pakkalabinianna.13 
 
“Punna Pa’bageang Pakkalumanyyanggang battu ri ada desa pencong 
Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa tenaja ni jo’jo’kkang singkamma 
pa’bageanna Pakkalumanyyangganganna battue ri islanga. Areka inne 
pa’bageang warisika tenaja na minawang mange ri pawarisina kana 
akkulleji ni bage dengan cara musyawarah.14 
                                                             
12Mahmud Tompo, Imam Dusun Kareloe Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu, 
Wawancara, 15 Maret 2019. 
13Mahmud Tompo, Imam Dusun Kareloe Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu, 
Wawancara, 15 Maret 2019. 
14Mahmud Tompo, Imam Dusun Kareloe Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu, 
Wawancara, 15 Maret 2019. 
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Hukum Waris Adat ini tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk 
sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan. Pembagian harta 
warisan sepenuhnya hak orang tua atau pemilik harta warisan. Dalam 
pembagiannya, para ahli waris dalam satu waktu tidak berhak meminta agar harta 
warisan segera dibagikan, karena hak untuk membagikan harta warisan dan 
kepada siapa harta tersebut dibagikan sepenuhnya adalah hak orang tua atau 
pemilik harta warisan. 
Pembagian harta warisan menurut hukum waris adat di Desa Pencong 
Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa, ahli waris tidak selamanya memperoleh 
warisan hanya ketika si pewaris telah meninggal dunia tetapi ahli waris dapat 
memperoleh warisannya ketika si ahliwaris telah membutuhkannya, sebagai 
contoh, orang yang telah menikah telah berhak menerima bagian  warisannya agar 
si merima warisan atau ahli waris dapat menggunakan harta tersebut untuk 
keperluannya. Contoh lain, anak yang akan menikah diberikan sebuah kebun yang 
akan digunakannya sebagai barang pemberian atau mahar kepada calon istrinya 
yang dalam bahasa Makassar dikenal dengan sebutan ”sunrang”. Jika demikian, 
ahli waris tersebut tidak berhak lagi meminta bagian warisan kepada orang tuanya 
karena bagian warisannya telah diambil lebih duhulu olehnya. Kecuali, anak 
tersebut adalah anak laki-laki tunggal atau sulung atau ahli waris lain telah 
mendapatkan bagian warisannya masing-masing namun masih ada harta warisan 
yang masih tersisa dan belum ada yang memiliki.  
Mahmud Tompo kemudian menjelaskan pula bahwa: 
 
“Masa’ala punna nia pawarisi’ mate nani alle ni pantama’ ri hukum islanga 
injo pa’bageang pakkalumannyangnganga ia pi nakkulle ni bage punna 
le’ba’mi ni sa’la’ injo taja matenna, areka le’bappi ni bayarrang inranna. 
Innemi na pake lalang ri pa’bageang islanga , tapi punna kanne ri 
kamponga tena na kaminjo ,kanne ri kamponga tena na pantama’ tamaki 
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punna ongkoso’ taja matenna jokala tau matea saba’ nia mo antanggungi ia 
minjo angguppayyai pakkalumannyanganga.15 
Hukum Islam menjelaskan anak angkat tidak berhak menerima harta 
warisan, berbeda dengan hukum kewarisan adat yang berlaku di kabupaten 
Jeneponto, anak angkat justru berhak memperoleh harta warisan. Sebagai contoh, 
seorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan seorang anak angkat, jika 
anak angkat tersebut berasal dari keluarga dekat pewaris, maka harta warisan yang 
ditinggalkan oleh pewaris juga merupakan hak dari anak angkat tersebut. Bahkan 
dalam beberapa kasus jika pewaris hanya meninggalkan seorang istri dan seorang 
anak angkat, harta yang ditinggalkan oleh pewaris hanya diberikan kepada istri 
dan anak tersebut tanpa ada ahli waris lain meskipun istri dari si pewaris 
mendapatkan bagian yang lebih. 
Berbeda jika anak angkat tersebut adalah bukan berasal dari keluarga dekat 
atau dengan kata lain anak tersebut dipelihara dengan cuma-cuma, anak tersebut 
tidak berhak memperoleh warisan, namun anak tersebut dapat menggunakan harta 
tersebut dalam hal tertentu seperti menggunakannya untuk keperluan 
pendidikannya. 
Hukum waris adat yang berlaku di Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu 
Kabupaten Gowa jika pewaris memiliki anak, maka harta warisan sepenuhnya 
adalah hak anak. Ada pun istri si pewaris atau pun suami (jika si pewaris adalah 
wanita) tidak berhak memperoleh harta warisan dari pasangannya, pasangan dari 
pewaris hanya boleh memanfaatkan harta warisan tersebut tergantung pada 
kebutuhannya tanpa memiliki hak mutlak untuk menguasai harta tersebut kecuali 
atas persetujuan anak-anaknya. Artinya, harta warisan diprioritaskan untuk anak-
anak si pewaris saja.16 
                                                             
15Mahmud Tompo, Imam Dusun Kareloe Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu, 
Wawancara, 15 Maret 2019. 
16Mahmud Tompo, Imam Dusun Kareloe Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu, 
Wawancara, 15 Maret 2019. 
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Sistem pewarisan adat Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten 
Gowa, jika pewaris adalah orang yang memiliki dua istri atau lebih maka harta 
warisan yang diperoleh anak tergantung pada harta gono-gini yang diperoleh ibu 
dan ayahnya selama ibu kandungnyabersama dengan ayahnya. Sebagai 
penjelasan, anak hanya memperoleh harta warisan dari harta gono-gini antara ibu 
kandungnya sewaktu bersama dengan ayahnya. 
Sebuah kasus menerangkan pewaris adalah orang tua baik istri atau suami  
yang meninggalkan anaknya sebagai ahli waris beserta pasangannya baik istri 
maupun suami yang ditinggalkan, jika istri atau suami si pewaris dianggap tidak 
cakap dalam mengelolah harta warisan atau menikah lagi, maka orang yang 
berhak mengelola harta warisan adalah anak tertua. Warisan tersebut baru akan 
dibagikan kepada ahli waris lain, jika ahli waris lain tersebut sudah dianggap 
mampu mengelola harta warisan tersebut dengan baik. 
Punna lalang ri hukum islanga punna anakkale berhaki angguppa 
pa’bageang pakkalumanynyangngang. Tapi bedai ri hukum ada’na kanne 
kamponga ,contona punna nia tau assilariang sipa’rua tena biasa ni sarei ri 
tau toana pakkalumanyangngang saba’ ni anggaki ammela’ siri.17 
Sistem pembagian waris secara adat di Desa Pencong Kecamatan Biring 
Bulu Kabupaten Gowa ahli waris dapat digantikan oleh orang lain apabila ahli 
waris tersebut melakukan pelanggaran adat. Ahli waris yang melakukan 
pelanggaran adat seperti assilariang bukan hanya tidak berhak mendapatkan 
warisan tetapi juga tidak berhak memiliki perwalian dari orang tuanya, sanksi 
yang lebih keras bagi pelaku pelanggaran adat yang masyarakat Desa Pencong 
Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa kenal dengan istilah tau annyala atau 
tau ni passala adalah, orang yang melakukan pelanggaran adat tersebut tidak boleh 
                                                             
17Mahmud Tompo, Imam Dusun Kareloe Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu, 
Wawancara, 15 Maret 2019. 
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memperlihatkan dirinya kepada para keluarganya, dengan kata lain orang tersebut 
telah diasingkan dalam jangka waktu tertentu atau bahkan selamanya.18 
Seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan Annyala atau ni 
passala penyebabnya antara lain adalah seseorang melakukan perbuatan tidak 
terpuji dan dipandang melanggar aturan adat, sebagai contoh, melakukan hal-hal 
seperti berzina, kawin lari atau diketahui memiliki hubungan silaturrahmi dengan 
orang-orang yang diasingkan seperti orang yang melakukan perbuatan kawin lari. 
Pelaksanaan kewarisan menurut hukum adat yang berlaku di Desa 
Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa, tentunya memiliki beberapa 
kendala dalam pelaksanaannya, Dalam hal ini penulis akan memaparkan 
permasalahan-permasalahan yang sering timbul akibat sistem kawarisan adat yang 
berlaku di Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa, antara lain: 
1. Karena kebanyakan harta warisan diserahkan kepada para ahli waris 
sebelum si pewaris meninggal dunia, sehingga banyak kejadian si ahli 
waris mengabaikan kebutuhan si pewaris setelah para ahli waris telah 
menerima bagian warisannya masing-masing.19 
2. Karena pembagian harta warisan kebanyakan tergantung pada kehendak 
pewaris dan tidak ada aturan tetap mengenai pembagian harta warisan 
sehingga mengakibatkan antara keluarga satu dengan keluarga lainnya 
berbeda-beda sistem pembagian warisannya. Akibat yang juga ditimbulkan 
apabila harta warisan dibagikan bergantung pada pewaris, dalam 
pembagian harta warisan  tersebut sangat sulit seorang pewaris akan 
berlaku adil. Banyak kasus yang terjadi si pewaris memberikan bagian 
                                                             
18Hasrullah Latif, Kepala Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu, Wawancara, 15 Maret 
2019. 
19Hasrullah Latif, Kepala Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu, Wawancara, 15 Maret 
2019. 
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yang lebih banyak kepada para ahli waris yang dianggap lebih dekat 
dengan ahli waris.20 
3. Dalam pembagian harta warisan yang diberlakukan oleh masyarakat Desa 
Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa sering terjadi tidakan 
diskriminasi yang penyebabnya antara lain: 
a. Karena pemberlakuan hukum adat yang berlaku di Desa Pencong 
Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa tidak berlaku asas legitieme 
portie atau bagian mutlak, sehingga sering terjadi ada ahli waris yang 
merasa didiskriminasi sehingga akhirnya muncul perselisihan yang 
mengakibatkan pertikaian yang bahkan mengakibatkan para ahli waris 
saling membunuh hanya karena masalah pembagian harta warisan 
tersebut. Kebanyakan kasus yang terjadi, para ahli waris saling 
membunuh hanya karena mempertahankan adat Siri’, yakni jika 
mereka merasa berhak untuk memiliki sebuah harta warisan namun 
digantikan oleh ahli waris lain.21 
b. Kebanyakan pewaris memberikan bagian lebih kepada anak tunggal 
baik itu anak perempuan tunggal maupun anak laki-laki tunggal.22 
c. Jika harta warisan dikelola oleh anak tertua, meskipun ada hasil yang 
diberikan kepada ahli waris lain, kebanyakan ahli waris yang lain 
merasa iri karena menganggap anak tertua belum tentu bisa berlaku 
adil dalam membagi hasil dari harta warisan yang dikelolahnya.23 
                                                             
20Hasrullah Latif, Kepala Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu, Wawancara, 15 Maret 
2019. 
21Hasrullah Latif, Kepala Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu, Wawancara, 15 Maret 
2019. 
22Hasrullah Latif, Kepala Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu, Wawancara, 15 Maret 
2019. 
23Hasrullah Latif, Kepala Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu, Wawancara, 15 Maret 
2019. 
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d. Karena anak angkat juga berhak atas harta si pewaris, hal ini sering 
menimbulkan masalah karena anak kandung atau pun kerabat si 
pewaris merasa tidak adil dengan bagian warisan yang diperoleh anak 
angkat.24 
e. Kebanyakan harta warisan diserahkan kepada anak ketika anak 
tersebut telah menikah. Pada kenyataannya hal tersebut tentunya lebih 
menguntungkan ahli waris yang menikah lebih dahulu dari ahli waris 
lainnya, sedangkan anak yang belum menikah, boleh saja saat dia 
menikah nanti hanya memperoleh warisan dengan jumlah yang lebih 
sedikit sehingga akan menimbulkan perasaan tidak adil di antara para 
ahli waris.25 
f. Karena pembagian harta warisan kebanyakan hanya tergantung pada 
kebutuhan para ahli waris, tidak tertutup kemungkinan ada ahli waris 
yang merasa tidak adil dengan pembagian warisan yang di 
perolehnya.26 
g. Jika dalam kasus seorang pewaris memiliki istri lebih dari satu orang, 
harta yang diperoleh anak tergantung pada harta gono-gini ibu 
kandungnya saat bersama dengan ayahnya, hal ini sangat jelas terlihat 
membedakan antara sesama anak se-ayah meskipun mereka berbeda 
ibu.27 
                                                             
24Hasrullah Latif, Kepala Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu, Wawancara, 15 Maret 
2019. 
25Hasrullah Latif, Kepala Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu, Wawancara, 15 Maret 
2019. 
26Simolla, Sekertaris Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu, Wawancara, 15 Maret 2019. 
27Simolla, Sekertaris Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu, Wawancara, 15 Maret 2019. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Eksistensi Hukum Kewarisan Adat Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu 
Kabupaten Gowa dan Hukum Kewarisan Islam dalam praktiknya di 
masyarakat adalah kewarisan mayorat laki-laki, dimana yang menjadi ahli 
waris utama adalah anak tertua laki-laki. Ia berkedudukan menggantikan 
kedua orang tuanya dalam mengatur harta warisan, mengatur adik-adiknya 
sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri. Ada beberapa alasan 
mengapa anak tertua mendapat porsi yang lebih besar. Pertama, anak 
tertua bertanggung jawab untuk memperhatikan dan mengurus adik-
adiknya sampai mereka dewasa dan dapat berdiri sendiri. Kedua, anak 
tertua bertanggung jawab atas kedua orang tuanya sampai mereka 
meninggal nantiya. 
2. Perbedaan dan Persamaan yang Mendasar antara Hukum Kewarisan Adat 
Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa dengan Hukum 
Kewarisan tidak sesuai dengan farâ’id. Banyak perbedaan antara sistem 
pembagian kewarisan secara adat di Kabupaten Gowa dengan sistem 
kewarisan islam, jika dalam Islam permasalahan warisan muncul saat si 
pewaris telah meninggal dunia sedangkan dalam sistem kewarisan adat 
kabupaten Gowa, harta waris justru dibagikan ketika si pewaris masih 
hidup.  
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3. Dampak yang sering timbul dari sistem kewarisan adat yang diberlakukan 
oleh sebagian besar masyarakat Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu 
Kabupaten Gowa adalah sering terjadi pertikaian yang penyebabnya antara 
lain, karena pemberlakuan hukum adat yang berlaku di kabupaten Desa 
Pencong Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa tidak berlaku asas 
legitieme portie atau bagian mutlak, sehingga sering terjadi ada ahli waris 
yang merasa didiskriminasi sehingga akhirnya muncul perselisihan yang 
mengakibatkan pertikaian yang bahkan mengakibatkan para ahli waris 
saling membunuh hanya karena masalah pembagian harta warisan 
tersebut. 
B. Implikasi 
1. Eksistensi Hukum Kewarisan Adat Desa Pencong Kecamatan Biring Bulu 
Kabupaten Gowa dan Hukum Kewarisan Islam dalam praktiknya 
pembagian harta warisan yang berlaku di Desa Pencong Kecamatan Biring 
Bulu Kabupaten Gowa kurang mencerminkan rasa keadialan, oleh sebab 
itu hendaknya musyawarah dilakukan antar ahli waris benar-benar 
menghasilkan keputusan yang adil tanpa mengabaikan hak seorang ahli 
waris, agar dapat diterima secara ikhlas dan benar-benar rela. 
2. Mengingat hukum kewarisan Islam sangat penting sekali untuk 
dikembangkan, maka kepada masyarakat Islam umumnya disarankan 
untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkannya sesuai dengan 
ketentuan syari’at Islam. 
3. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat hendaknya 
mampu memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam. 
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